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PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 95 /PMK 08/2017
TENTANG

RUANG LINGKUP DAN TATA CARA PEMBERIAN PENJAMINAN PEMERINTAH
DI BIDANG INFRASTRUKTUR OLEH BADAN USAHA

Menimbang

PENJAMINAN INFRASTRUKTUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

a.

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Peraturan
Pemerintah Nomor 50 Tahun 2016 tentang Perubahan
atas Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2009
tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia
untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero)
di Bidang Penjaminan Infrastruktur, perlu diatur
mengenai ruang lingkup dan tata cara pemberian
penjaminan pemerintah di bidang infrastruktur oleh
Perusahaan Perseroan (Persero);

bahwa Persero sebagaimana dimaksud dalam huruf a
merupakan Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur
(BUPI);

bahwa untuk tata kelola pelaksanaan pemberian
penjaminan Pemerintah di bidang infrastruktur yang
dilakukan oleh Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur
diperlukan pembinaan dan pengawasan terhadap
kegiatan Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur dalam

memberikan penjaminan infrastruktur;
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Mengingat

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 Peraturan
Presiden Nomor 78 Tahun 2010 tentang Penjaminan
Infrastruktur dalam Proyek Kerja Sama Pemerintah
dengan Badan Usaha yang Dilakukan melalui Badan
Usaha Penjaminan Infrastruktur, perlu diatur ketentuan
mengenai pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan
Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur sebagaimana
dimaksud dalam huruf b;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf d, perlu
menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Ruang
Lingkup dan Tata Cara Pemberian Penjaminan
Pemerintah di Bidang Infrastruktur oleh Badan Usaha

Penjaminan Infrastruktur;

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan
Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4297);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang
Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5423);

Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2016
tentang Perubahan atas Peraturan  Pemerintah
Nomor 35 Tahun 2009 tentang Penyertaan Modal

Negara Republik Indonesia untuk Pendirian Perusahaan



Menetapkan
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Perseroan (Persero) di Bidang Penjaminan Infrastruktur
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016
Nomor 234);

6. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2010 tentang
Penjaminan Infrastruktur dalam Proyek Kerja Sama
Pemerintah dengan Badan Usaha yang Dilakukan melalui
Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur;

7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 28/PMK.06/2013
tentang Penyusunan, Penyampaian dan Pengubahan
Rencana Jangka Panjang dan Rencana Kerja dan
Anggaran Perusahaan Perseroan (Persero) di Bawah
Pembinaan dan Pengawasan Menteri Keuangan;

8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 88/PMK.06/2015
tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik
pada Perusahaan Perseroan (Persero) di Bawah

Pembinaan dan Pengawasan Menteri Keuangan;

MEMUTUSKAN:
PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG RUANG
LINGKUP DAN TATA CARA PEMBERIAN PENJAMINAN
PEMERINTAH DI BIDANG INFRASTRUKTUR OLEH BADAN
USAHA PENJAMINAN INFRASTRUKTUR.
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BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.

Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur yang selanjutnya
disingkat BUPI adalah badan usaha yang didirikan oleh
Pemerintah dan diberikan tugas khusus untuk
melaksanakan penjaminan Pemerintah di bidang
infrastruktur  berdasarkan  Peraturan  Pemerintah
Nomor 35 Tahun 2009 tentang Penyertaan Modal Negara
Republik Indonesia untuk Pendirian Perusahaan (Persero)
di Bidang Penjaminan Infrastruktur sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50
Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 35 Tahun 2009 tentang Penyertaan

Modal Negara Republik Indonesia untuk Pendirian

Perusahaan (Persero) di Bidang Penjaminan
Infrastruktur.
Menteri/Kepala Lembaga adalah pimpinan

kementerian/kepala  lembaga atau  pihak  yang
didelegasikan untuk bertindak mewakili
kementerian/lembaga berdasarkan peraturan
perundang-undangan, yang ruang lingkup, tugas,
dan tanggung jawabnya sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Kepala Daerah adalah gubernur bagi daerah provinsi,
atau bupati/walikota bagi daerah kabupaten/kota atau
pihak yang didelegasikan berdasarkan peraturan
perundang-undangan untuk mewakili kepala daerah
bersangkutan.

Jaminan Pemerintah di Bidang Infrastruktur adalah
jaminan yang diberikan oleh Menteri Keuangan untuk
dan atas mnama Pemerintah untuk mendukung
penyediaan/pembangunan infrastruktur sebagaimana

diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
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Jaminan BUPI adalah Jaminan Pemerintah di Bidang
Infrastruktur yang diberikan melalui Badan Usaha
Penjaminan Infrastruktur sebagaimana diatur dalam
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penerima Jaminan adalah badan usaha, lembaga
keuangan nasional, lembaga keuangan internasional,
atau pihak lain yang mengadakan Kerjasama Penyediaan
Infrastruktur dengan Terjamin sebagaimana dimaksud
dalam  ketentuan  peraturan perundang-undangan
berdasarkan Perjanjian Penyediaan Infrastruktur.
Terjamin adalah  Menteri/Kepala Lembaga/Kepala
Daerah, atau Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/Badan
Usaha Milik Daerah (BUMD) yang mengadakan
kerjasama dengan Penerima Jaminan berdasarkan
Perjanjian  Penyediaan Infrastruktur sebagaimana
dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Perjanjian Jaminan BUPI adalah perjanjian yang memuat
syarat dan ketentuan mengenai jaminan yang dibuat dan
ditandatangani oleh BUPI dan Penerima Jaminan.
Kerjasama Penyediaan Infrastruktur adalah kerjasama
yang dilakukan antara Terjamin dengan Penerima
Jaminan dalam bentuk pembiayaan infrastruktur,
pembangunan infrastruktur, pinjaman, dan/atau bentuk
lainnya sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Perjanjian Penyediaan Infrastruktur adalah perjanjian
yang memuat hak dan kewajiban antara Terjamin dengan
Penerima Jaminan dalam rangka Kerjasama Penyediaan
Infrastruktur sebagaimana diatur dalam ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Rasio Kecukupan Modal, yang selanjutnya disebut
Gearing Ratio adalah batas yang ditetapkan untuk
mengukur kemampuan BUPI dalam melakukan kegiatan

penjaminan.



